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DAN BELANJA DAERAH 
 
ABSTRAK    :   Bahwa  untuk  memenuhi ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 
23 Tahun 2014, kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah 
tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya 
kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, rancangan peraturan 
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan, merupakan 
perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2019 yang dijabarkan 
ke dalam kebijakan umum APBD Kota Cirebon serta prioritas dan plafon 
anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah 
Kota Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon. 

 Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 28 Th 
1999; UU No. 17 Th 2003; UU No. 1 Th 2004; UU No. 15 Th 2004; UU No. 25 Th 
2004; UU No. 33 Th 2004; UU No. 28 Th 2009; UU No. 23 Th 2014; UU No. 30 Th 
2014; PP No. 109 Th 2000; PP No. 23 Th 2005; PP No. 55 Th 2005; PP No. 56 Th 
2005; PP No. 58 Th 2005; PP No. 65 Th 2005; PP No. 8 Th 2006; PP No. 3 Th 
2007; PP No. 39 Th 2007; PP No. 5 Th 2009; PP No. 69 Th 2010; PP No. 71 Th 
2010; PP No. 30 Th 2011; PP No. 2 Th 2012; PP No. 27 Th 2014; PP No. 17 Th 
2018; PP No. 33 Th 2018. 

 
 Peraturan Daerah ini mengatur tentang: 
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, yaitu terdiri dari : 
1. Ringkasan APBD; 
2. Rincian APBD menurut urusan PEMDA dan SKPD; 
3. Rincian APBD menurut urusan PEMDA, Organisasi  SKPD, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 
4. Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah, Organisasi SKPD 

Program dan Kegiatan; 
5.  Rekapitulasi Belanja Daerah menurut Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan PEMDA dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
6.  Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
7. Daftar Piutang Daerah; 
8. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
9.  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
10. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 
11. Daftar Kegiatan- kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum dan 

dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; 
12. Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 
13. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi. 

 
STATUS       : -  Mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 
 -  Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2018.  
 
 


